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Dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini akan diuraikan kegiatan 

yang terjadi dalam masa Tahun Anggaran 2020 (2 Januari 2020 – 31 Desember 2020). 

Adapun yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

adalah sebagai berikut : 

1. Kabupaten Bangka 

2. Kabupaten Bangka Barat 

3. Kabupaten Bangka Selatan 

4. Kabupaten Bangka Tengah 

5. Kabupaten Belitung 

6. Kabupaten Belitung Timur 

7. Kota Pangkalpinang 

Sehubungan dengan itu maka Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami sajikan 

secara singkat dan sistematis sesuai Outline Laporan Pelaksanaan Kegiatan 

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini kami susun 

dengan maksud untuk mengevaluasi seluruh kegiatan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang dan sebagai Laporan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan 

dan Mahkamah Agung Republik Indonesia agar dapat memberikan petunjuk dan 

pembenahan demi kelangsungan kegiatan pada Satuan Kerja kami di tahun yang akan 

datang. 

Walaupun dalam penyajian yang kami uraikan ini sangat singkat, untuk dapat 

lebih menelaah setiap kegiatan, dengan ini kami lampirkan data-data yang merupakan 

uraiannya.  

A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN 

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di berbagai negara modern. Negara 

Kesejahteraan (Welfare State) merupakan suatu tonggak yang menjadi tumpuan 

harapan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya yang 

dirugikan oleh perbuatan pejabat administrasi karena keputusan yang 

dikeluarkannya. Maksud pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk 

memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat terhadap perbuatan pejabat 

administrasi yang melanggar hak asasi dalam lapangan hukum administrasi negara, 

kehadiran Peradilan Tata Usaha Negara akan memberikan perlindungan hukum yang 

sama kepada pejabat administrasi yang bertindak benar dan sesuai dengan hukum. 

BAB I 

PENDAHULUAN 
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Jadi fungsi dari Peradilan Tata Usaha Negara adalah pertama, sebagai lembaga 

kontrol (pengawas) terhadap tindakan pejabat administrasi supaya tetap berada dalam 

rel hukum. Kedua, adalah sebagai wadah melindungi hak individu dan warga 

masyarakat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pejabat 

administrasi. 

Sebagai lembaga pengawas (judicial control), ciri - ciri yang melekat pada 

Peradilan Tata Usaha Negara adalah : 

1. Pengawasan yang dilakukan bersifat “external control”, karena merupakan lembaga 

yang berada di luar kekuasaan pemerintahan. 

2. Pengawasan yang dilakukan lebih menekankan pada tindakan represif atau lazim 

disebut “control a posteriori”, karena selalu dilakukan sesudah terjadinya 

perbuatan yang dikontrol. 

3. Pengawasan itu bertitik tolak pada segi “legalitas”, karena hanya menilai dari segi 

hukum (rechmatigheid) - nya saja. 

Pejabat administrasi didalam menjalankan tugas kewajibannya senantiasa 

melakukan perbuatan, yakni suatu tindakan bersifat aktif atau pasif yang tidak lepas 

dari kekuasaan yang melekat padanya karena inhaerent atau als zodanig dalam 

menunaikan tugas jabatannya. 

Dalam melaksanakan kewajibannya tersebut pejabat administrasi harus 

mempunyai kewenangan sebagai dasar hukumnya. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Mochtar Kusumaatmadja, yang mengatakan bahwa :  

“Kekuasaan sering bersumber pada wewenang formal (formal authority)  yang 

memberikan wewenang atau kekuasaan kepada seseorang atau suatu pihak dalam 

suatu bidang tertentu. Dalam hal demikian dapat kita katakan, bahwa kekuasaan itu 

bersumber pada hukum, yaitu ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur pemberian 

wewenang tadi”. Berkenaan dengan kekuasaan ini, kita teringat akan pendapat John 

Emerick Edwed Dalberg Acton atau lebih dikenal dengan Lord Acton yang menyatakan 

bahwa power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt absolutely. Melihat 

kenyataan tersebut, dapat dipahami bahwa Peradilan Tata Usaha Negara sangat 

diperlukan keberadaannya sebagai salah satu jalur bagi para pencari keadilan yang 

merasa kepentingannya dirugikan oleh pejabat administrasi karena dalam 

melaksanakan kekuasaannya itu ternyata yang bersangkutan terbukti melanggar 

ketentuan hukum. 

Terciptanya Peradilan Tata Usaha Negara merupakan suatu tonggak yang 

menjadi tumpuan masyarakat atau warga negara untuk mempertahankan hak-haknya 

yang dirugikan oleh suatu perbuatan administrasi negara yang mengandung 
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kekeliruan, kesalahan dan yang bertentangan dengan undang - undang. Perbuatan 

pejabat administrasi yang demikian ini disebut sebagai suatu perbuatan yang 

melanggar hukum dan bertentangan dengan asas - asas umum pemerintahan yang 

baik. 

B. VISI DAN MISI 

Adapun Visi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah 

“Terwujudnya Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang Agung”, sedangkan 

Misi dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah: 

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan, Transparan serta 

Modern. 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Apartur Peradilan dalam Rangka Peningkatan 

Pelayanan pada Masyarakat 

3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien; 

4. Melaksanakan Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan 

Efisien ; 

5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan 

Ketentuan Yang Berlaku.  

VISI 

Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 

September 2009 adalah:  

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” 

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan 

UUD 1945, terutama alinea kedua dan alinea keempat, sebagai tujuan Negara 

Republik Indonesia.  

Dalam cetak biru ini dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan 

peradilan Indonesia yang agung. Secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan 

Peradilan yang :  

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan 

berkeadilan.  

2. Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan 

secara proporsional dalam APBN.  

3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan 

terukur.  

4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, 

cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.  

5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang 

aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.  
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6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria 

obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.  

7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya 

peradilan.  

8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima. 

9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan 

transparansi.  

10. Modern dengan berbasis TI terpadu. 

MISI 

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam upaya mencapai visinya, mewujudkan 

badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan sebelumnya, fokus 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi 

kekuasaan kehakiman yang efektif, yaitu : 

Memutus suatu sengketa/menyelesaikan suatu masalah hukum guna 

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan 

didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi. 

Misi Badan Peradilan 2010-2035, adalah:  

1. Menjaga kemandirian badan peradilan. 

2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan. 

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. 

 

Penjelasan keempat misi Badan Peradilan yang digagas, dalam rangka memastikan 

“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung” dua puluh lima tahun 

mendatang, adalah sebagai berikut :  

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan  

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah 

adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan, yaitu 

kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga (kemandirian institusional), 

serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian 

individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif. 

Sebagai konsekuensi dari penyatuan atap, di mana badan peradilan telah 

mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial 

(konsep satu atap), maka fungsi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan 

organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus 

dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan 
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tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya. Hal penting lain yang perlu 

diperjuangkan adalah kemandirian pengelolaan anggaran berbasis kinerja dan 

penyediaan sarana pendukung dalam bentuk alokasi yang pasti dari APBN. 

Kebutuhan adanya kepastian ini untuk memberikan jaminan penyelenggaraan 

pengadilan di seluruh Indonesia.  

Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung 

aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) 

yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan 

peyelenggaraan pengadilan yang dimaksud adalah untuk menjamin adanya 

pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap 

manusia. Selain itu, juga perlu dibangun pemahaman dan kemampuan yang 

setara di antara para hakim mengenai masalah-masalah hukum yang 

berkembang.  

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan  

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan 

hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan MA 

mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. 

Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan 

publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil. 

Keadilan, bagi para pencari keadilan pada dasarnya merupakan suatu nilai yang 

subyektif, karena adil menurut satu pihak belum tentu adil bagi pihak lain. 

Penyelenggaraan peradilan atau penegakan hukum harus dipahami sebagai 

sarana untuk menjamin adanya suatu proses yang adil, dalam rangka 

menghasilkan putusan yang mempertimbangkan kepentingan (keadilan menurut) 

kedua belah pihak.  

Perbaikan yang akan dilakukan oleh MA, selain menyentuh aspek yudisial, yaitu 

substansi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan, juga akan meliputi 

peningkatan pelayanan administratif sebagai penunjang berjalannya proses yang 

adil. Sebagai contoh adalah adanya pengumuman jadwal sidang secara terbuka 

dan pemberian salinan putusan, sebagai bentuk jaminan akses bagi pencari 

keadilan. 

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan 

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan 

kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran 

pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan 

juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan 
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manajerial). Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan 

bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang 

dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan 

peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, 

pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial. 

Demi terlaksananya upaya-upaya tersebut, MA menitikberatkan pada peningkatan 

kualitas kepemimpinan badan peradilan dengan membangun dan 

mengembangkan kompetensi teknis yudisial dan non-teknis yudisial 

(kepemimpinan dan manajerial). 

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan  

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk 

mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya 

menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, 

pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, 

adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan 

pengemban kepentingan di dalam badan peradilan itu sendiri. Melalui 

keterbukaan informasi dan pelaporan internal, personil peradilan akan 

mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri 

dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang 

mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian 

perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat 

dicapai dengan usaha para personil peradilan untuk bekerja secara profesional 

dan menjaga integritasnya. 

C. RENSTRA 

Berdasarkan visi dan misi di atas, dikembangkanlah rencana strategis dalam 

bentuk  nilai-nilai utama badan peradilan. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi dasar 

perilaku seluruh warga badan peradilan dalam upaya mencapai visinya. Pelaksanaan 

dari nilai-nilai ini pada akhirnya akan membentuk budaya badan peradilan. Nilai-nilai 

yang dimaksud, adalah :  

1. Kemandirian Kekuasaan Kehakiman (Pasal 24 ayat (1) UUD 1945)  

a. Kemandirian Institusional :  

Badan Peradilan adalah lembaga mandiri dan harus bebas dari intervensi oleh 

pihak lain di luar kekuasaan kehakiman (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang        

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman). 

b. Kemandirian Fungsional :  
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Setiap hakim wajib menjaga kemandirian dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya (Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman). Artinya, seorang Hakim dalam memutus perkara harus 

didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang diketahuinya, serta bebas dari 

pengaruh, tekanan, atau ancaman, baik langsung ataupun tak langsung, dari 

manapun dan dengan alasan apapun juga.  

2. Integritas dan Kejujuran (Pasal 24A ayat (2) UUD 1945; Pasal 5 ayat (2) Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)  

Perilaku hakim harus dapat menjadi teladan bagi masyarakatnya. Perilaku hakim 

yang jujur dan adil dalam menjalankan tugasnya, akan menumbuhkan 

kepercayaan masyarakat akan kredibilitas putusan yang kemudian dibuatnya. 

Integritas dan kejujuran harus menjiwai pelaksanaan tugas aparatur peradilan.  

3. Akuntabilitas (Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman)  

Hakim harus mampu melaksanakan tugasnya menjalankan kekuasaan kehakiman 

dengan profesional dan penuh tanggung jawab. Hal ini antara lain diwujudkan 

dengan memperlakukan pihak-pihak yang berperkara secara profesional, membuat 

putusan yang didasari dengan dasar alasan yang memadai, serta usaha untuk 

selalu mengikuti perkembangan masalah-masalah hukum aktual. Begitu pula 

halnya dengan aparatur peradilan, tugas-tugas yang diemban juga harus 

dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan profesional.  

4. Responsibilitas (Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman) 

Badan Peradilan harus tanggap atas kebutuhan pencari keadilan, serta berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Selain itu, hakim juga harus menggali, 

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat.  

5. Keterbukaan (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 13 dan Pasal 52 Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)  

Salah satu upaya badan peradilan untuk menjamin adanya perlakuan sama di 

hadapan hukum, perlindungan hukum, serta kepastian hukum yang adil, adalah 

dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi. 

Informasi yang berkaitan dengan penanganan suatu perkara dan kejelasan 

mengenai hukum yang berlaku dan penerapannya di Indonesia.  

6. Ketidakberpihakan (Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan Kehakiman)  

Ketidak berpihakan merupakan syarat utama terselenggaranya proses peradilan 

yang jujur dan adil, serta dihasilkannya suatu putusan yang mempertimbangkan 

pendapat/kepentingan para pihak terkait. Untuk itu, aparatur peradilan harus 

tidak berpihak dalam memperlakukan pihak-pihak yang berperkara.  
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7. Perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 

ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman)  

Setiap warga negara, khususnya pencari keadilan, berhak mendapat perlakuan 

yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 

hadapan hukum. 
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A. KEADAAN PERKARA 

Sebagai Badan Peradilan yang menangani sengketa Administrasi Negara, maka 

keadaan perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tahun 2020 

adalah sebagai berikut : 

No Jenis Perkara 

Sisa 

Tahun 

Lalu 

Masuk 
Dismis-

sal 

Perlawa

nan 
Cabut Putus Sisa 

Permohonan 

B K PK 
Ekse-

kusi 

A. GUGATAN 

1 Pertanahan 1 3 - - - 4 0 3 - 1 - 

2 Kepegawaian 1 4 - - - 5 0 5 1 - - 

3 Pajak - - - - - - - - - - - 

4 Perijinan - 2 - - - 1 1 1 1 - - 

5 Lelang - - - - - - 0 - - - - 

6 Tender - - - - - - - - - - - 

7 HAKI - - - - - - - - - - - 

8 Badan 

Hukum 

- - - - - - - - - - - 

9 Kehutanan - - - - - - - - - - - 

10 Perumahan - - - - - - - - - - - 

11 Pemilukada - - - - - - 0 - - - - 

12 Partai Politik - - - - - - 0 - - - - 

13 KIP - - - - - - - - - - 1 

14 Lingkungan 

Hidup 

- - - - - - - - - - - 

15 Pengadaan 

Tanah untuk 

Kepentingan 

Umum 

- - - - - - - - - - - 

16 Lain-lain 2 - - - - 2 0 - - - - 

B. PERMOHONAN 

1 Fiktif Positif - 19 - - 19 - 0 - - - - 

2 Penyalahguna

an Wewenang 

- - - - - - - - - - - 

  JUMLAH 4 28 0 0 19 12 1 9 2 1 1 

Adapun dari keterangan dari tabel diatas adalah : 

 

 

1. Sisa Perkara Tahun 2019 : 4 Perkara 

2. Perkara Masuk Tahun 2020 : 28 Perkara  
3. Jumlah Putus : 27 Perkara - Putus dalam sidang : 8 Perkara 

    - Cabut  : 19 Perkara ( permohonan) 

4. Sisa Tahun 2020  : 1 Perkara   

BAB II 

KEADAAN PERKARA 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

Dalam penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

telah disajikan dalam bentuk laporan perkara sebagai berikut : 

1. Laporan Perkara Putus di Proses kurang dari 3 Bulan, 3-5 Bulan, 5-12 Bulan dan 

Lebih dari 12 Bulan Tahun 2020. 

No 

Perkara Putus Tahun 2020 

Kurang dari 3 Bulan 3-5 Bulan 
5-12 

Bulan 

Lebih 

dari 12 

Bulan 

1 30/G/2019/PTUN-PGP 28/G/2019/PTUN-PGP   

2 4/G/2020/PTUN-PGP 29/G/2019/PTUN-PGP   

3 6/G/2020/PTUN-PGP 31/G/2019/PTUN-PGP   

4  1/G/2020/PTUN-PGP   

5  2/G/2020/PTUN-PGP   

6  3/G/2020/PTUN-PGP   

7  5/G/2020/PTUN-PGP   

8  7/G/2020/PTUN-PGP   

9  8/G/2020/PTUN-PGP   

 3 Perkara 9 Perkara   

 

2. Laporan Perkara Putusan Tingkat Pertama ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) 

Tahun 2020. 

No Nomor Perkara 

Putusan 

Ket 
Ditolak Dikabul 

Tidak 

Diterima 

(NO) 

1 28/G/2019/PTUN-PGP     

2 29/G/2019/PTUN-PGP     

3 30/G/2019/PTUN-PGP     

4 31/G/2019/PTUN-PGP     

5 1/G/2019/PTUN-PGP     

6 2/G/2019/PTUN-PGP     

7 3/G/2019/PTUN-PGP     

8 4/G/2019/PTUN-PGP     

9 5/G/2019/PTUN-PGP     

10 6/G/2019/PTUN-PGP     

11 7/G/2019/PTUN-PGP     

12 8/G/2019/PTUN-PGP     

 Jumlah 2 3 7  

Keterangan : 

Putusan : 12 Dikabulkan : 3 
Ditolak : 2 Tidak Diterima (NO) : 7 
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3. Laporan Perkara Putusan Banding ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 

2020. 

No Nomor Perkara 

Putusan 

Ket 
Ditolak Dikabul 

Tidak 

Diterima 

(NO) 

1 26/G/2019/PTUN.PGP     

2 24/G/2019/PTUN.PGP     

3 28/G/2019/PTUN.PGP     

4 1/G/2020/PTUN.PGP     

5 2/G/2020/PTUN.PGP     

 Jumlah 2 1 2  

Keterangan : 

Putusan : 5 Dikabulkan : 1 
Ditolak : 2 Tidak Diterima (NO) : 2 

4. Laporan Perkara Putusan Kasasi ditolak, dikabulkan, tidak diterima (NO) Tahun 

2020. 

No Nomor Perkara 

Putusan 

Ket 
Ditolak Dikabul 

Tidak 

Diterima 

(NO) 

1 01/G/2018/PTUN-PGP     

2 28/G/2019/PTUN-PGP    Tidak Memenuhi Syarat Formil  

Keterangan : 

 Putusan   : 1 

 Ditolak   : - 

 Dikabulkan  : - 

 Tidak Diterima (NO) : 1 

5. Laporan Perkara Putusan Peninjauan Kembali (PK) ditolak, dikabulkan, tidak 

diterima (NO) Tahun 2020. 

No Nomor Perkara 

Putusan 

Ket 
Ditolak Dikabul 

Tidak 

Diterima 

(NO) 

1 - - - - Belum ada 

putusan PK  

2 - - - - - 

Keterangan : 

 Putusan   : - 

 Ditolak   : - 

 Dikabulkan  : - 

 Tidak Diterima (NO) : - 
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C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sudah terakreditasi penjaminan mutu 

dan mendapat penilaian “A” Excellent Dari Direktorat Badan Peradilan Militer dan 

Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI Tahun 2019. 
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1. Pos Bantuan Hukum  

Tahun Anggaran 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

mendapat alokasi anggaran Pos Bantuan Hukum sebesar Rp.35.300.000 dan 

penyerapan anggarannya terealisasi sebesar Rp.32.502.500, (92,08%) Pos Bantuan 

Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah ruang yang 

disediakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang bagi pemberi 

layanan bantuan hukum guna memberikan layanan bantuan hukum kepada 

pemohon bantuan hukum dalam bentuk:  

a. Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum  

b. Bantuan pembuatan dokumen gugatan 

c. Penyediaan informasi daftar organisasi bantuan hukum atau advokat lainnya. 

2. Perkara Prodeo  

Sepanjang tahun 2020 tidak ada yang mengajukan permohonan prodeo pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, sedangkan  anggarannya sudah 

tersedia, hal ini mungkin terjadi karena akibat dari pandemi covid-19 yang sedang 

melanda di Indonesia. Sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

tidak dapat menyajikan informasi realisasi terkait perkara prodeo. 

Sedangkan untuk kegiatan pelayanan informasi publik lainnya dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini: 

 

No Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Jumlah 

1 Pelayanan permohonan salinan putusan  58 surat 

2 Pelayanan Surat keterangan Inkracht 4 surat 

3 Pelayanan Permohonan Riset /Penelitian 0 surat 

4 Penanganan pengaduan pengadilan 0 surat 

5 Pelayanan permohonan prodeo 0 surat 
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A. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Golongan/Pendidikan 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah berdiri sejak Oktober 2018, 

berdirinya kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang tersebut sekaligus 

dengan diisinya sejumlah pegawainya. Adapun jumlah pegawai yang ada di Pengadilan 

Tata Usaha Negara Pangkalpinang termasuk Satpam, Tenaga kontrak dan supir 

adalah sebanyak 27 orang, dengan rincian sebagai berikut : 

a. Ketua       : 1 orang 

b. Wakil Ketua      : 1 orang 

c. Hakim       : 5 orang 

d. Panitera       : 1 orang 

e. Sekretaris      : 1 orang 

f. Panitera Muda Perkara    : 1 orang 

g. Panitera Muda Hukum    : 1 orang 

h. Kasubbag. Kepegawaian, Ortala   : 1 orang 

i. Kasubbag. Umum dan Keuangan   : 1 orang 

j. Kasubbag. Perencanaan, TI dan Pelaporan  : 1 orang 

k. Panitera Pengganti     : 3 orang 

l. Staf             : 4 orang 

m. Calon Hakim      : 0 orang 

n. Calon Pegawai Negeri Sipil    : 0 orang 

o. Tenaga Kontrak (Satpam)    : 2 orang 

p. Tenaga Kontrak (Pramubakti)   : 3 orang 

q. Tenaga Kontrak (Supir)    : 1 orang 

A.1. Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial  

a. Jumlah Hakim :  

Jumlah personil Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

Sebanyak  7 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini: 

 

No. Nama/NIP Pangkat / Gol Ruang Jabatan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H 

NIP.197209291995031001 

Hj. Wahyuning Nurjayati, S.H., M.H 

NIP.196205051991032003 

Alponteri Sagala, S.H. 

NIP.197812082007041001 

Tiar Mahardi, S.H., M.H. 

NIP.198408212007041001 

Pembina Tingkat I (IV/b) 

 

Pembina Utama Muda (VI/c) 

 

Penata Tk I ( III/d) 

 

Penata Tk I ( III/d) 

 

Ketua 

 

Wakil 

Ketua 

 

Hakim 

 

Hakim 

 

BAB III 

SUMBER DAYA MANUSIA 
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5. 

 

6. 

 

7. 

Bernelya N. Nainggolan, S.H., M.H 

NIP.198110102009042009 

Rory Yonaldi, S.H., M.H. 

NIP.198511122008051002 

Ayub Lubis , S.H.  

NIP.199111202017121007 

Penata (III/c) 

 

Penata Muda Tk I (III/c) 

 

Penata Muda  (III/a) 

 

Hakim 

 

Hakim 

 

Hakim 

 

b. Jumlah Kepaniteran  

Jumlah personil Kepaniteraan sebanyak 6 orang termasuk Panitera, Panitera 

Muda dan Panitera Pengganti sebagai berikut: 

No. Nama/NIP Pangkat / Gol 

Ruang 

Jabatan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

Asmanidar, S.H. 

NIP.196904031992032002 

Lezi Fitri, S.H. 

NIP.197011201996032003 

Sri Sumirat, S.H., 

NIP.197304152006041002 

Lilik Susanti, S.H., M.H 

NIP.198209222008012005 

Muhammadin Nur Ain, S.H 

NIP.198903112012121002 

Muhammad Soleh, S.H. 

NIP.196904301995031001 

Penata Tk I  (III/d) 

 

Penata Tk I (III/d) 

 

Penata Tk I (III/d) 

 

Penata Tk I (III/d) 

 

Penata Muda Tk I 

(III/b)              

 

Penata Tk I (III/c) 

 

Panitera 

 

Panitera Muda Perkara 

 

Panitera Muda Hukum 

 

Panitera Pengganti 

 

Panitera Pengganti 

 

 

Panitera Pengganti 

 

c.  Jumlah Jurusita Pengganti 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sampai 31 Desember 2020  

belum memiliki Jurusita Pengganti. 

d. Jumlah Calon Hakim 

Pada tahun 2020 tidak ada Calon Hakim yang ditempatkan pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

 

e. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial:  

Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial/Kesekretariatan pada Pengadilan 

Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebanyak 8 orang termasuk pejabat 

struktural dan stafnya adalah sebagai berikut: 
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No. Nama/NIP Pangkat / Gol 

Ruang 

Jabatan 

1. 

 

Romatua Lasma Sembiring, S.H. 

NIP.197110121992032001 

Pembina  (IV /a) 

 

Sekretaris 

 

2. Muhammad Abdullah, A.Md 

NIP.197412132000031006 

Penata (III/c) Kasub.Bag. 

Kepegawaian, Ortala 

3. Muhammad Agus, S.E., M.Si 

NIP.198502072006041001 

Penata  (III/c) Kasub.Bag. Umum dan 

Keuangan 

4. Nora Agustina, S.Kom 

NIP.198808082009122005 

Penata (III/c) Kasubag. Perencanaan, 

TI dan Pelaporan 

5. Ammar, S.I.P 

NIP.198403102019031004 

Penata Muda 

(III/a) 

Analis Kepegawaian 

Ahli Pertama 

6. Jonathan Santoso, S.H. 

NIP.199006182019031004 

Penata Muda 

(III/a) 

Analis Perkara 

Peradilan 

7. Rosalina, S.E. 

NIP.199208082019032017 

Penata Muda 

(III/a) 

Analis Sumbeer Daya 

Manusia  

8. Sumarni Elprida Sianipar, A.Md. 

NIP.198411102019032004 

Pengatur (II/c) 

 

Pengelola Sistem dan 

Jaringan 

 

Jumlah tenaga kerja PPNPN di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

sebanyak 6 (empat) orang : 

No. Nama Keterangan 

1. Roli Pramubakti 

2. Imelia Kontesa Pramubakti 

3. Indah Kusumawati Pramubakti 

4. Agi Munawarsyah Satpam 

5. Feri Satpam 

6. Eric Supir 
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Secara keseluruhan Sumber Daya Manusia yang ada pada Pengadilan Tata 
Usaha Negara Pangkalpinang dapat dilihat dari tabel dan statistik dibawah ini:  

a.  Berdasarkan Golongan 

Golongan Laki-laki Perempuan Jumlah 

 

Golongan I/a 

Golongan I/b 

Golongan I/c 

Golongan I/d 

Golongan II/a 

Golongan II/b 

Golongan II/c 

Golongan II/d 

Golongan III/a 

Golongan III/b 

Golongan III/c 

Golongan III/d 

Golongan IV/a 

Golongan IV/b 

Golongan IV/c 

Golongan IV/d 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3 

1 

4 

3 

- 

1 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

1 

- 

2 

3 

1 

- 

1 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

4 

1 

6 

6 

1 

1 

1 

- 

Jumlah 12 9 21 

 
 

b. Berdasarkan Pendidikan 

Pendidikan Perempuan Laki-laki Jumlah 

 

Doktor   (S3) 

Strata 2 (S2) 

Strata 1 (S1) 

D3 

SLTA 

SLTP 

SD 

- 

2 

6 

1 

- 

- 

- 

 

1 

3 

7 

1 

- 

- 

- 

 

1 

5 

13 

2 

- 

- 

- 

Jumlah    21 Orang  
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c. Berdasarkan Jabatan Teknis 

Jabatan Teknis 

Golongan Jumlah 

I II III IV  

L P L P L P L P L P 

 

Hakim 

Calon Hakim 

Panitera 

Panitera Muda 

Panitera Pengganti 

Jurusita Pengganti 

 

 

    

4 

 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

 

1 

 

5 

 

 

1 

2 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

d. Berdasarkan Jabatan Struktural dan Staf 

Jabatan Struktural dan Staf 

Golongan Jumlah 

I II III IV  

L P L P L P L P L P 

Sekretaris 

Kasubag. Kepegawaian, Ortala  

Kasubag. Umum dan Keuangan 

Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan 

Staf/CPNS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

2 

 

 

 

1 

1 

 1  

 

 

 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

 

B.  Mutasi 

Selama tahun 2020 terdapat 2 orang Hakim dan 2 orang pegawai yang Mutasi 

dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara 

lain. 

 

  

No Nama 
Mutasi 

Dari Ke 

1 Hujja Tulhaq, S.H., M.H. PTUN Pangkalpinang PTUN Palembang 

2 Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. PTUN Pangkalpinang PTUN Serang  

3 Suhendra, S.H. PTUN Pangkalpinang PTUN Serang  

4 Kiswono, S.H., M.H.  PTUN Pangkalpinang PTUN Bandung 



 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 | 19 

 

C. Promosi  

Selama tahun 2020 tidak ada pegawai yang promosi dari Pengadilan Tata 
Usaha Negara Pangkalpinang ke Pengadilan Tata Usaha Negara lain. 

 

D. Pensiun  

Selama tahun 2020 tidak ada pegawai yang memasuki masa pensiun pada 
Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

 

E. Diklat (SDM Teknis/Non Terknis yang telah mengkuti Diklat) 

Selama tahun 2020 pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan 

(Diklat) serta pembinaan teknis (Bintek) dari Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang sebagai berikut: 

No Nama 
Promosi 

Dari Ke 

 - - - 

 - - - 

No Nama Jabatan 
Memasuki Masa Pensiun 

TMT 

 - - - 

No Nama Diklat/Bintek Jumlah Peserta  Penyelenggara  

1 

Implementasi Tanda Tangan 

Elekronik (TTE) pada salinan 

putusan / penetapan elektronik, 

bagi para panitera dana dmin E-

court di lingkungan TUN Tahun 

2020  

1 Orang  Dirjen Badilmiltun  

2 

Pelatihan Sertifikasi Gakim Juru 

Bicara Pengadilandan Pelatihan 

English Effective Presentation  

1 Orang  Balitbang  

3 
Pelatihan bendahara Negara 

Tersertifikasi  
1 Orang KPPN 

4 

Pelatihan teknis Fungsional 

sengketa tindakan pemerintahan 

dan kewenangan Peradilan TUN 

Mengadili Perbuatan Melanggar 

Hukum oleh Penguasa  

1 Orang  

Balitbang 



 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 | 20 

 

 

  

5 Pelatihan Analis Kepegawaian 

Keahlian 

1 Orang  
Balitbang 

6 Pelatihan Kepemimpinan Pengawas 1 Orang  Balitbang 

7 Pelatihan Persidangan Secara 

Elektronik bagi Hakim  

3 Orang  
Balitbang 

8 Pelatihan Persidangan Secara 

Elektronik bagi  Panitera  

4 Orang  
Balitbang 

9 Pelatihan Sengketa Perizinan yang 

diterbitkan secara Elektronik bagi 

para Hakim tingkat pertama di 

lingkungan TUN Tahun 2020  

1 Orang  

Balitbang 

10 Peningkatan Kapasitas Hakim  1 Orang  Balitbang 

11 Pelatihan teknis Fungsional 

Panitera Pengganti lingkungan 

TUN seluruh Indonesia  

1 Orang  

Balitbang 

12 Pelatihan Teknis Fungsional 

Penilaian Unsur  penyalahgunaan 

Wewenang dan Permohonan Fiktif 

Positif  

1 Orang  

Balitbang 

13 Pelatihan Bidang Kepegawaian  2 Orang  PT. TUN MEDAN 

14 Pelatihan Bidang Keuangan  3 Orang  PT. TUN MEDAN 

15 Pelatihan Bidang PTIP 1 Orang  PT. TUN MEDAN 

16 Pelatihan Bidang Kepaniteraan  3 Orang  PT. TUN MEDAN 
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A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang pada prinsipnya telah 

mengelolaan anggaran yang dilakukan yang mengacu pada asas-asas umum 

pengelolaan keuangan negara sebagaimana dijabarkan oleh Undang-undang 

Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ke dalam asas-asas umum 

seperti asas tahunan, universalitas, asas kesatuan dan asas spesialitas maupun 

asas-asas baru sebagai percerminan best practices (penerapan landasan-landasan 

yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara seperti: akuntabilitas berorientasi 

hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan 

negara pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki 2 (dua) DIPA, yaitu 

DIPA Badan Urusan Administrasi dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan 

Militer dan Tata Usaha Negara. 

1. DIPA Badan Urusan Administrasi 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan 

Urusan Administrasi untuk melaksanakan kegiatan yang anggarannya ada di 

Badan Urusan Administrasi seperti Gaji, Operasional Perkantoran serta Sarana 

dan Prasarana. Adapun realisasi anggaran untuk DIPA Badan Urusan 

Administrasi adalah sebagai berikut : 

No. 
Program/ 

Kegiatan 
Pagu Realisasi Sisa Anggaran Ket 

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah 

Agung 

1. Belanja 

Pegawai 

3.515.708.000,- 3.560.585.484,- (44.877.484,-)  

2. Belanja 

Barang 

1.318.223.000,- 1.224.571.703,- 93.651.297,-  

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung 

1. Belanja Modal 62.500.000,- 62.500.000,- 0  

 

 

 

BAB IV 

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI 

INFORMASI 
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2. DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang memiliki DIPA Badan 

Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara untuk melaksanakan kegiatan yang 

anggarannya ada di Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara seperti 

Pengamanan Sidang, bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu 

(prodeo) serta Pelayanan Pos Bantuan Hukum. Adapun realisasi anggaran 

untuk DIPA Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara adalah sebagai 

berikut : 

No. Program/ Kegiatan Pagu Realisasi Sisa 

Anggaran 

Ket 

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) 

1. Belanja Barang 35.300.000,- 32.502.500,- 2.797.500,-  

 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA 

B.1. Sarana Dan Prasarana Gedung 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  yang diresmikan pada 

tanggal 22 Oktober 2018 oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Muhammad 

Hatta Ali, S.H., M.H., sementara menempati Gedung milik Kepolisian Pamong Praja 

Provinsi Bangka Belitung yang berlokasi di Jalan Pulau Bangka Komplek 

Perkantoran  Provinsi Bangka Belitung. 

Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terdiri dari beberapa 

ruangan antara lain : 

- Ruang Panitera ; 

- Ruang Kepaniteraan Perkara ; 

- Ruang Sidang Utama ; 

- Ruang Sidang Persiapan ; 

- Ruang Laktasi ; 

- Kamar Mandi / WC 

- Ruang Sekretaris ; 

- Ruang Humas ; 

- Ruang Pantry ; 

- Ruang Umum dan Keuangan; 

- Kamar Mandi / WC 

- Ruang Kepegawaian ORTALA ; 

- Ruang Server, Ruang Perencanaan TI dan Pelaporan ; 

- Ruang Hakim ; 

- Ruang Kepaniteraan Hukum ; 

- Ruang Wakil Ketua ; 

- Ruang Ketua ; 
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Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang belum memiliki bangunan 

rumah negara/rumah dinas, maka dari itu saat ini Hakim masih diberi fasilitas 

bantuan dana sewa rumah dinas dari Mahkamah Agung yang dibebankan ke 

dalam DIPA Badan urusan Administrasi. 

B.2. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Gedung  

Semua peralatan atas barang Inventaris kantor telah diberikan nomor dan 

dibukukan serta ditempatkan pada ruangan - ruangan dengan keterangan masing 

- masing pada Kartu Inventaris barang (KIB) yang tersedia (Pinjam Pakai dari 

Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Adapun Barang Inventaris milik 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang antara lain Laptop, Printer, Server, 

Pinger print,  Personal Komputer, dan Meubelier pencatatan nya ada di Pengadilan 

Tinggi Tata Usaha Negara Medan (Menunggu Transfer Data). 

Sedangkan untuk kendaraan dinas pada Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang  saat ini yaitu : 

No. Jenis Kendaraan Merek Kendaraan Nomor Polisi 
Penanggung Jawab 

Dan Jabatan 

1. Roda 4 (empat) 
Mitshubishi X-

Pander  
BN 4 TN Ketua                                    

2. Roda 4 (empat) 
Toyota  

Kijang Inova  
BN 1072 Z 

Wakil Ketua                                   

(Pinjam Pakai 

Pemprov) 

3. Roda 2 (dua) Yamaha BN 2411 PZ Panmud Perkara 

4. Roda 2 (dua) Yamaha BN 2412 PZ 
Bendahara 

Pengeluaran 

 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI 

1. Implementasi e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

Pelaksanaan pengadilan elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Palembang adalah implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara 

Elektronik dan pedoman pelaksanaannya sesuai dengan Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2019 tetang Panduan 

Teknis Pelaksanaan Peradilan Elektronik (E-Couri) di Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Bentuk layanan e-Court pada Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 

Perkara.  



 

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2020 | 24 

 

a. Pendaftaran perkara secara elektronik  

 Pendaftaran perkara secara elektronik dilakukan melalui aplikasi e-court.  

b. Pembayaran secara elektronik  

Pengguna pendaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang di generate 

secara elektronik oleh aplikasi e-court. Dalam proses generate tersebut 

sudah akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang telah 

ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan besaran biaya radius 

yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan, sehingga perhitungan tafsiran 

biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan 

SKUM elektronik atau e-SKUM. 

c.  Pemanggilan secara elektronik  

Pemanggilan kepada Penggugat yang mendaftarkan gugatannya melalui e-

court dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke domisili elektronik 

Penggugat. Bagi pihak Tergugat, untuk pemanggilan pertama dilakukan 

dengan manual dan pada saat Tergugat hadir pada persidangan yang 

pertama akan diminta persetujuan apakah setuju beracara secara 

elektronik atau tidak, jika setuju maka pihak Tergugat akan dipanggil 

secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan.  

 

d. Persidangan secara elektronik (e-litigasi)  

Aplikasi e-Court juga dapat digunakan untuk tukar menukar dokumen 

persidangan seperti Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan 

secara elektronik yang dapat diakses oleh aparatur pengadilan tata usaha 

negara dan para pihak berperkara. Dengan adanya e-Ligitasi, para pihak 

dalam persidangan tahap jawab-menjawab dan kesimpulan tidak perlu 

datang ke PTUN. Selama tahun 2019 Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang menerima pendaftaran perkara melalui e-Court sebanyak 6 

perkara dan sudah dilaksanakan. Dukungan sarana dan prasarana untuk 

menunjang pelaksanaan e-Court: 

Bantuan dari Mahkamah Agung berupa : 

No. Barang Jumlah 

1 Komputer 3 

2 UPS 3 

3 Server 1 

4 Rak Server 1 

5 Kiosk 1 
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2. Implementasi SIPP di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

Pelaksanaan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sesuai Surat Edaran 

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara 

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 185/Djmt.3/SE/2/2016 tentang 

Pelaksanaaan Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara 

(SIPP) di Lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara. Perkembangan instalasi 

dan penggunaan SIPP dari versi 3.1.1 di tahun 2016 sekarang sudah 

dikembangkan versinya menjadi 4.0.1 sehingga aplikasi SIPP bisa terintegrasi 

dengan aplikasi direktori putusan dan memudahkan penginputan data 

putusan yang diinput di SIPP bisa langsung masuk ke dalam apalikasi 

direktori Mahkamah Agung, dengan perkembangan tersebut pimpinan di 

pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun Mahkamah 

Agung dapat memonitoring kinerja Hakim dan Panitera/ Panitera Pengganti 

dalam penginputan data perkara ke dalam Sistem Informasi Penelusuran 

Perkara (SIPP) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

 

 

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : W1-

TUN/1029/HM.02.3/7/2020 tanggal 1 Juli 2020, Sistem Informasi 

Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

dinyatakan “Pengadilan Tingkat Pertama Terbaik” pada wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan periode Semester I  tahun 2020. 
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Gambar : Sertifikat “Pengadilan Tingkat Pertama Terbaik” 
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Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Pangkalpinang juga dinyatakan sebagai “Peringkat 1 (satu) Terbaik 

dalam Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tahun 2019 

dengan Kategori Jumlah Perkara 1 s.d 50 Perkara” dari Direktur Jenderal 

Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara pada tanggal 26 Februari 

2020. 

 

 

Gambar : Piagam Penghargaan “Peringkat 1 Terbaik” 
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A. Akreditasi Penjaminan Mutu 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang merupakan satuan kerja yang baru 

dibentuk oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tepatnya pada Bulan Oktober 

2018. Sebagai satuan kerja yangbaru dibentuk, Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang banyak melakukan pembenahan di setiap bagian baik Kepaniteraan 

maupun Kesekretariatan, Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berusaha 

menjadi satuan kerja yang memenuhi syarat untuk mendapatkan predikat terakreditasi. 

Dalam pelaksanaannya, seluruh pegawai kantor Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang ikut serta dalam kegiatan tersebut, untuk memenuhi standar akreditasi 

penjaminan mutu. Kegiatan tersebut dibagi menjadi 7 Area yang meliputi : 

1 Area I : Manajemen Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia 

2 Area II : Pola Bindalmin dan SOP Penyelesaian Perkara 

3 Area III : Sarana dan Prasarana Peradilan 

4 Area IV : E-Judiciary 

5 Area V : Layanan Pengadilan 

6 Area VI : Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan biaya Proses 

Penyelesaian Perkara 

7 Area VII : Kepuasan dan Kepercayaan Masyarakat 

Sesuai Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang Nomor: 

W1-TUN.10/61/KP.04.5/4/2019 tentang Pembentukan tim pelaksana Akreditasi 

Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang yang mana anggota 

setiap area terdiri dari : 

No. Bagian Area Nama Keterangan 

1 Area I : Manajemen 

Kepemimpinan dan Sumber Daya 

Manusia 

1. Hujja Tulhaq, S.H., M.H. 
2. Romatua Lasma Sembiring, S.H. 

1. Koordinator 
2. Anggota 

2 Area II : Pola Bindalmin dan 

SOP Penyelesaian Perkara 

1. Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. 
2. Lezi Fitri, S.H. 
3. Lilik Susanti, S.H., M.H. 

1. Koordinator 
2. Anggota 
3. Anggota 

3 Area III : Sarana dan Prasarana 

Peradilan 

1. Bernelya Novelin Nainggolan, S.H. 

2. Muhammad Agus, S.E., M.Si 
3. Lilik Susanti, S.H., M.H. 

1. Koordinator 

2. Anggota 
3. Anggota 

4 Area IV : E-Judiciary 1. Rory Yonaldi, S.H., M.H. 
2. Muhammadin Nur Ain, S.H. 

1. Koordinator 
2. Anggota 

5 Area V : Layanan Pengadilan 1. Tiar Mahardi, S.H., M.H. 
2. Kiswono, S.H., M.H. 

1. Koordinator 
2. Anggota 

6 Area VI : Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) dan biaya 

Proses Penyelesaian Perkara 

1. Hj. Wahyuning Nurjayati, S.H., M.H 
1. Koordinator 

7 Area VII : Kepuasan dan 

Kepercayaan Masyarakat 

1. Alponteri Sagala, S.H. 
2. Muhammad Abdullah, A.Md 

1. Koordinator 
2. Anggota 

BAB V 

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK 
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Dengan terbentuknya sebuah tim, maka setiap area dapat melengkapi persyaratan-

persyaratan dengan cepat dan tepat, setelah itu dari hasil kelengkapan berkas, maka 

dibentuk juga tim penilai dari lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang 

yang terdiri dari : 

1. Alponteri Sagala, S.H.   : Ketua Assesor 

2. Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. : Anggota 

3. Tiar Mahardi, S.H., M.H.   : Anggota 

4. Bernelya Novelin Nainggolan, S.H. : Anggota 

5. Rory Yonaldi, S.H., M.H.   : Anggota 

Tim ini dibentuk untuk menilai hasil capaian dari setiap area, yang dapat dijadikan 

acuan untuk mengajukan penilaian akreditasi penjamin mutu ke tim akreditasi penjamin 

mutu Badan Peradilan Militer dan tata Usaha Negara, dengan hasil penilaian sebagai 

berikut : 

 

Gambar: 5.1. Hasil Akreditasi Penjamin Mutu dari Assessor Internal 

 

Pada tanggal 29 s.d. 30 April 2019 Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan 

Militer dan Tata Usaha Negara Assessment lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara 

Tahun 2019 telah melakukan penilaian terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara 
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Pangkalpinang, yang ditetapkan langsung oleh Ketua Assessor yaitu bapak Agus Abdur 

Rahman, S.H., M.H., dengan nilai akhir A “Excellent”. Dengan rincian sebagai berikut : 

 

Gambar: 5.2. Hasil Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun 
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Gambar: 5.3. Sertifikat Akreditasi Penjamin Mutu dari Dirjen Badilmiltun 

 

B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang telah melaksanakan pelayanan terpadu 

satu pintu (PTSP) sejak kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sendiri 

dibuka. Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang Nomor : W1-TUN10/19a/OT.00/I/2020 tanggal 8 Januari 2020 dengan 

susunan sebagai berikut : 
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No Nama/NIP 
Jabatan 

Dinas PTSP 

1 Hujja Tulhaq, S.H., M.H. 

NIP. 196706301981031005 

Ketua Pengarah PTSP 

2 Suhendra, S.H. 
NIP. 196805251992031006 

Panitera Pengelola Layanan 

Kepaniteraan 

3 Romatua Lasma Sembiring, S.H. 

NIP. 197110121992032001 
Sekretaris Pengelola Layanan 

Kesekretariatan 

4 Lezi Fitri, S.H. 

NIP. 197404242000031002 

Panitera Muda 

Perkara 

Penanggungjawab 

Layanan Kepaniteraan 

Perkara 

5 Kiswono, S.H., M.H. 

NIP. 197404242000031002 

Panitera Muda 

Hukum 

Penanggungjawab 

Layanan Informasi dan 

Pengaduan 

6 Muhammad Agus, S.E., M.Si. 

NIP. 198502072006041001 

Kasubag. Umum dan 

Keuangan 

Penanggungjawab 

Layanan 

Kesekretariatan, 

Petugas Layanan 

Umum dan resepsionis 

dan Petugas 

Persidangan 

7 Muhammadin Nur Ain, S.H. 

NIP. 198903112012121002 

Panitera Pengganti Petugas e-Court Corner 

8 Jonathan Santoso, S.H. 

NIP. 199006182019031004 

ASN Petugas Layanan 

Perkara, Kasir dan 

Meja III 

9 Sumarni Elprida Sianipar, A.Md 

NIP. 198411102019032004 

ASN Petugas Layanan 

Perkara Meja I dan 

Meja II 

Adapun yang menjadi tugas dan wewenang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) pada 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang adalah sebagai berikut : 

1. Pengarah PTSP 

a. Menetapkan pelayanan PTSP, yang meliputi semua pelayanan administrasi 

peradilan, terdiri atas permohonan informasi, pendaftaran perkara, pembayaran 

dan pengembalian panjar biaya perkara, penyerahan/ pengambilan produk 

Pengadilan, dan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku; 

b. Mengangkat Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; 

c. Mensosialisasikan PTSP kepada seluruh aparat Pengadilan; 

d. Memberi pengarahan kepada Pengelola, Penanggungjawab dan Petugas PTSP; 

e. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan PTSP; 

2. Pengelola PTSP 

a. Membuat meja pelayanan terpadu, menyediakan sarana prasarana sesuai 

kebutuhan sejumlah Panmud yang ada pada Kepaniteraan dan Sub Bagian pada 

Kesekretariatan pengadilan; 

b. Menyelenggarakan PTSP secara efektif, efisien dan akuntabel; 
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c. Berkoordinasi dengan Pimpinan Pengadilan, Pejabat Teknis dan Non Teknis agar 

pengelolaan PTSP dapat berjalan dengan baik; 

d. Pengelola PTSP dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab 

kepada Pengarah PTSP; 

 

3. Penanggungjawab PTSP 

a. Membantu Pengelola PTSP dalam mengelola pelayanan pengadilan yang 

dilaksanakan oleh Petugas PTSP; 

b. Penganggungjawab PTSP bertanggungjawab kepada Pengelola PTSP; 

c. Membimbing dan membina petugas PTSP serta melakukan monitoring dan evaluasi 

terhadap petugas maupun pelaksanaan tugas PTSP; 

 

4. Petugas PTSP 

a. Kriteria Petugas PTSP : 

 Berpenampilan menarik 

 Mampu Berkomunikasi dengan baik 

 Menguasai komputer dan Aplikasi terkait 

 Menguasai standar pelayanan Pengadilan 

 Minimal SMU / SMK Perkantoran (Mengerti dan mahir komputer) 

 D3 Komputer / IT 

 S1 Sarjana Hukum 

 Mengerti dan mahir komputer 

b. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Perkara (Petugas Layanan Perkara / Meja I, Meja 

III dan Kasir) bertugas melayani : 

 Menerima pendaftaran perkara Gugatan, Permohonan dan Perlawanan; 

 Menerima pendaftaran permohonan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 

 Menerima memori/kontra memori Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali; 

 Menerima permohonan sumpah atas ditemukannya bukti baru dalam 

Permohonan Peninjauan Kembali; 

 Menerima permohonan pengembalian sisa panjar biaya perkara; 

 Menerima permohonan dan pengambilan turunan putusan; 

 Menerima pendaftaran permohonan Pengawasan Eksekusi; 

 Menerima permohonan pencabutan Gugatan, permohonan, Banding, Kasasi, 

Peninjauan Kembali dan Eksekusi; 

 Menerima permohonan sebagai Kuasa Inidentil; 

 Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan proses dan informasi 

penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara. 
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c. Petugas PTSP pada Kepaniteraan Hukum bertugas melayani : 

 Permohonan surat keterangan tidak tersangkut perkara Tata Usaha Negara; 

 Permohonan izin kepada Ketua Pengadilan untuk melaksanakan penelitian dan 

riset; 

 Permohonan keterangan data perkara dan turunan putusan perkara yang telah 

berkekuatan hukum tetap; 

 Permohonan pendaftaran surat kuasa; 

 Permohonan informasi dan memberikan informasi sesuai Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi di Pengadilan; 

 Permohonan informasi kepada pimpinan atau pegawai tertentu apabila 

diperlukan untuk menyediakan informasi yang diminta pemohon; 

 Informasi jadwal persidangan setiap hari kepada para pihak yang 

berkepentingan; 

 Penanganan pengaduan/SIWAS-MARI; 

 Layanan-layanan lain yang berhubungan dengan pelayanan jasa hukum; 

d. Petugas informasi tentang e-Court PTUN Pangkalpinang : 

 Menerima pendaftaran Gugatan e-Court ( dari Meja 1 ke Meja e-Court ) 

 Melaporkan perkara masuk kepada Panitera/Panitera Muda Perkara; 

 Membuat user dan password Tergugat di Aplikasi e-Court; 

 Membuat user Pengguna lain di Aplikasi e-Court  Non Advokat; 

 Menginput dokumen intervensi pada Aplikasi e-Court; 

 Mengeprint Court Calender; 

 Pendaftaran Pengguna Terdaftar (Advokat). 

e. Petugas PTSP pada Kesekretariatan (Petugas Layanan Umum dan Resepsionis) 

bertugas melayani : 

 Menerima dan menyerahkan seluruh surat-surat yang ditujukan dan yang 

dikeluarkan kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang; 

 Menerima dan mengarahkan tamu/pengunjung yang akan bertemu dengan 

pimpinan atau pegawai sesuai dengan keperluan; 

 Mengelola buku tamu untuk diisi oleh tamu/pengunjung dan absensi 

kedatangan/kehadiran para pihak yang akan bersidang. 
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Gambar: 5.4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTUN Pangkalpinang 

 

C. Inovasi Pelayanan Publik 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang berupaya sebisa mungkin dalam 

memberikan pelayanan kepada publik, adapun beberapa bentuk dari pelayanan publik 

yang diberikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang  antara lain : 

1. TV media center Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, berisi informasi 

tentang jadwal sidang dan profil pengadilan. 
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2. Aplikasi e-Cuti, yang menyediakan permohonan cuti secara online yang dapat di 

unduh pada Playstore. 
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3. Arsip Digital untuk Mendukung Optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian 

(SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia di Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang. 
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4. TV media kepangkatan DUK dan DUS pada subbag. Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana, yang menyediakan informasi kepangkatan seluruh pegawai 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 
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5. Aplikasi e-SIKAT (elektronik Survei Kepuasan Masyarakat) yang menyediakan form 

digital untuk pengisian survei terhadap pelayanan Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang. 
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A. Internal 

Pengadilan Tata Usaha Negara  Pangkalpinang sebagai Satuan Kerja Tingkat 

Pertama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan Sistem Organisasi 

Penyelenggara Pemerintahan diperlukan Suatu Pengawasan Internal, sehingga 

ditunjuk Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang sebagai Pengawas  

Internal pada Sub Sub Bagian Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang,  yakni : 

Kepaniteraan : 

 a. Panitera Muda Perkara : 1. Bernelya Nainggolan, S.H. 

2. Ayub Lubis, S.H. 

 b. Panitera Muda Hukum : Rory Yonaldi, S.H., M.H  

 

Kesekretariatan : 

 a. Sub. Bag. Umum dan Keuangan : Alponteri Sagala, S.H. 

 b. Sub. Bag. Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana 

: Hery Abduh Sasmito, S.H., M.H. 

 c. Sub. Bag. Perencanaan, TI dan Pelaporan : Tiar Mahardi, S.H., M.H. 
 

 

Pengawasan Internal merupakan pengawasan yang dilakukan setiap 1 (satu) 

bulan sekali dilingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang terhadap 

masing-masing sub bagian seperti Kepaniteraan, Umum dan Keuangan, Kepegawaian, 

Organisasi dan Tatalaksana. Fungsi pengawasan tersebut sangat berguna untuk 

mengevaluasi tiap-tiap bagian agar sasaran kerja bisa tercapai. 

Adapun pengawasan yang dimaksud merupakan pengawasan kelengkapan 

fungsi pokok manajemen dibagian masing-masing sub bagian, dimana 

pengawasannya dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang dengan berpedoman kepada Pedoman Pelaksanaan Pengawasan 

dilingkungan Lembaga Peradilan yakni keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No : 

KMA/080/SK/UM/2006 tanggal 24 Agustus 2006, ditambah dengan pengawasan dan 

pembinaan dari Mahkamah Agung berdasarkan Maklumat KMA 

No.01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, 

Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, serta penegakan 

Perma Nomor 7, 8, dan 9 Tahun 2016 untuk Hakim dan Aparatur Sipil Negara di 

lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang. 

BAB VI 

PENGAWASAN 
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Pengawasan internal ini sangat perlu agar sistem kerja berjalan sesuai dengan 

SOP nya masing-masing baik dalam proses penyelesaian perkara maupun 

administrasi umum. 

 
B. Evaluasi 

Melakukan evaluasi pengawasan internal yang dilakukan oleh hakim pengawas 

bidang secara berkala setiap per 3 bulan (Tri Wulan) dan hasil dari pengawasan 

tersebut dilaporkan ke koordinator hakim pengawas yaitu Wakil Ketua Pengadilan Tata 

Usaha Negara Pangkalpinang, selanjutnya koordinator hakim pengawas melaporkan 

kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang, selanjutnya Ketua 

Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang menindaklanjuti di dalam rapat bulanan 

terkait Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dari Hakim Pengawas Bidang. 
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A. Kesimpulan 

Walaupun dalam melaksanakan tugas Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang  masih terdapat hambatan - hambatan berupa prasarana sebagai 

penunjang, namun tugas kedinasan yang sesuai dengan bidangnya                 

masing - masing dapat berjalan dengan lancar. 

Sumber Daya Manusia masih sangat perlu ditingkatkan, dimana masih 

banyak kekurangan SDM dan secara kualitas   juga   masih   menjadi   keluhan   

dikarenakan   kurangnya   pelatihan   dalam pengelolaan di bidang administrasi 

peradilan dan administrasi umum. Dengan adanya pelatihan, temu karya, 

pendidikan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI maka kualitas 

penyelesaian administrasi, perkara dan putusan semakin meningkat. 

Pegawai  pada  Pengadilan  Tata  Usaha  Negara  Pangkalpinang    masih  

sangat  kekurangan Tenaga Administrasi. 

B. Rekomendasi 

1. Perlu dilanjutkan pelatihan teknis yustisial maupun non teknis 

yustisial/penataran/temu karya hakim, pejabat kepaniteraan, dan 

administrasi dalam rangka meningkatkan tenaga peradilan yang profesional. 

2. Sarana berupa gedung, sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara 

Pangkalpinang masih menumpang di gedung milik Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung; Prasarana berupa meubelair masih sangat perlu diperhatikan, karena 

sampai saat ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pangkalpinang masih 

memerlukan meja kerja dan kursi bagi ASN dan kursi bagi pengunjung sidang 

dan prasarana berupa  kendaraan dinas, saat ini kendaraan dinas roda 4 

hanya ada 1 dan kendaraan roda 2 hanya ada 2 unit. 

3. Perlu  ditingkatkan  sarana  dan  prasarana fasilitas  gedung  kantor  untuk  

mendukung kinerja aparat dalam melayani masyarakat pencari keadilan. 

Demikian penyajian laporan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tata Usaha 

Negara Pangkalpinang Tahun  2020 disusun untuk dijadikan informasi dan 

masukan sehingga pelaksanaan tugas-tugas pada masa yang akan datang akan 

lebih meningkat dan berdaya guna serta berhasil guna. 

BAB VII 

P E N U T U P 
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